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WAL事KOTA SIBOLGA

PROVINSI SUMATERA UTARA

pERATURAN wAL暮Ko恥s事Bo鵬A

NOMOR i6皿HUN 2021

TENTANG

pENER工MAAN pESBR船D量DIK BARu PADA sEKOしAH DASAR

DAN sEKo払H MENENGAH PERTAMA pADA船HUN A｣ARAN 2o2i-2o22

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WAL工KOTA S暮BOLGA,

Menimbang :　a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang penerimaan

Pese巾a Didik Ban pada Taman K紬akKanak, Sekol血

Dasar, Sekolah Menengah Pe血m, Sekol血Meneng血Atas,

dan Sekolah Menengah Kejuruan, perlu mengatur tentang

penehmaan pese轟a didik baⅢ pada Sekolah Das町dan

Sekolah Menengah Pertama di Kota Sibolga tahun ajaran

2021-2022;

b bahwa berdasarkan pe血mbangan sebagaimana dimaksud

dal劃humf a, perlu皿ene屯pkan Pe丁aturan Wali Kota

tentang Penehmaan Pese轟a Didik Barn pada S巳kolah Das紬

dan Sekol血Menengah Pe轟ama pada Tahu皿句aran 2021-

2022;

Mengingat‥　1･ Und紬g-Undang Nomor　8　Dr亡･ Tahun 1956　ten屯ng

Pembcntukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam

Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (I,embaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1956　Nomor　59,

Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1992);

2･ Undang-Und紬g Nomo｢ 28　Tahun　1999　ten亡ang

Penyelenggaraan Negara yang be丁sih dan bebas dad

Korupsi, Klusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 1999　Nom°r　75, Tambahm lembaran

Negara republik Indonesia Nomor 3851) ;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (lfmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun　2003　Nomor　78, Tambahan I,embaran Negara

Republik Indonesia Nomor 430 1 );

4. UndangU几dang..



4･　U調dang-Und紬g Nomor　12　Tahun　2011　tent紬g

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Ifmbaran

Negara Republik　量ndonesia Tahun　2011　Nomor　82,

Tambahan Lembaran Negara Republik hdonesia Nomor

5234) sebagalmana tela血　diubah dengan Undang-Undang

Nomor 15　Tahun　2019　tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 12　Tahun　2011 ten亡ang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Repu blik

量ndonesia Tahun　2019　Nomor 183, Tambahan Lembaran

Nega｢a Repub量ik Indonesia Nomor 6398) ;

5･　Undang-Undang Nomo｢　23　Tahun　2014　tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun　2014　Nomor　244, Tambahan Lembar紬　Negara

Republik Indonesia Nomor　5587) sebaga上mana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-　Undang

Nomor　9　Tahun　2015　tentang Perubah紬　Kedua atas

Undang-Undang Nomor　23　Tahun　2014　tentang

Pemerintahan Daera血(Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun　2015　Nomor　58, Tambahan Lembaran Negara

Republik量ndonesia Nomor5679) ;

6･　Peraturan Menteh Dalam Negeri Nomor　80　Tahun　2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Benta Nega｢a

Republik量ndonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaim紬a

telah diubah dengan Peraturan Mente正Dalam Nege轟Nomor

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Mente正

Dalam Nege正Nomor 80 Tahun 201与tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah (Be正ta Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 157〉;

7.　Peraturan Menten Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1

Tahun 2021 Tentang Pene轟maan Pese巾a Didik Baru Pada

Ta鵬n Kanak-kanak, Seko賞ah Dasar, Sekolah Menengah

Pe巾ama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah

Kejuruan (Behta Negara Republik hdonesia Ta血un 2021

Nomor 6);

8.　Pe｢atur狐　Daerah Sibolga Nomor 1 Tahun　2009　tent狐g

Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota

Sibolga Tahun 2009　Nomor 1);

9･　Keputusan Menteh Dalam Negeh Nomor 131･12-359 Tahun

2021 Tanggal 26　Pebruari 2021 Tentang Perubahan atas

Keputusan Mcnteh Dalam Nege正Nomor 131. 12-354 Tahun

2021 Tentang Pengeschan Kepala Daerah Wakil Kepala

Daerah Hasil円lkada serentak Tahun 2020 di Kabupaten

dan Ko亡a Hovinsi Sumatera Utara三





BAB工重

TA恥cARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARu

Bagian Kesatu Pene正maan

Pese宣ta Didik

Pasal 2

(1) PPDB dilaksa皿akan secara:

a.　o団ek心f;

b.廿ansparan; din

c.　akuntabeL

(2) PPDB sebagaim紬a dimaksud pada ayat (1) djlakuk紬t紬pa

diskhminasi ke｡uali bagi seko]a血　yang secara khusus

dir紬cang untuk me重ay紬i pese巾a didik dan kelompok

gender a屯u agamate轟en亡u.

Bagian Kedua

Pe rsyarat紬

Pasal 3

(1) Calon pese直a did王k ban kelas　工(satu) SD haⅢs

memenuhi persyaratan usia :

a･　7(t可uh) tahun;atau

b. paling rendah 6 (enam) ta血un pada tanggal 1 Juli

tahun berjalan.

(2) Da血m pelaksanaan PPDB, SD mempno轟taskan penerimaan

calon pese止a didik barn ke獲as 1 (satu) SD yang berusia 7

(t可uh) tahun.

(3) Pers)｢arat狐　usia paling rendah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan menjadi paling

rendah与(lima) tahun 6 (enm) bulan pada tan製al 1 Juli

tahun be重jalan bagi ca○○n pese正a didik yang皿emil亜:

a･ kecerdasan din/atau bakat istimewa臆; dan

b･ kesiapan psi血s.

(4) Calon pese轟a didik y紬g memil亜kecerdasan dan/atau

bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud

p租da臆ayat (3) dibuk心kan dengan rekomendasi亡e｢tulis dad

psikolog profesionaL

(5) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada

ayat (4)寄dak tersedia, rekomendasi dapat dilakuk紬oleh

dewan guru sekolah yang bersangkutan･

P盆Sal 4

Calon pese｢亡a didik baru kelas 7 (t可uh) SMP harus memenuhi

persyaratan :

a･ bemsia p血ing t山蕗i 15 (lima belas) tahun pada tan鶉al 1

Juli tahun be重jalan; din

b. telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain

yang sederajat.

Pasal5...



Pasal5

Persyara血n us王a sebagaim紬a dimaksud dalam Pasal 3 a)Tat(1),

Pasal 4 huruf a臆, dibuk廿k紬dengan :

a･　akta kelahiran; atau

b･ surat keter紬g紬1血ir y餌g dikeluarkan oleh pihak )rang

beⅣenang d劃dilegalisir oleh lur祉atau p句abat setempat

la王n yang beⅣenang sesuai deng狐domisi量i calon pese轟a

didik.

Pasal6

Persyaratan sebagaimana dimal{sud dalam Pasal 4 huruf b,

dibuktikan dengan :

a ljazah; atau

b dokumen lain yang menyatakan kelulusan.

Pasa｣7

Ca○○n pese巾a didik barn penyandang disabilitas dikecualikan

dari ketentua皿persyarat狐:

a batas usia sebagajmana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)

dan Pasal 4 hum fa; dan

b ij±h atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b.

Bagia皿Ke寄ga

Jalur Penda允ar餌Penerimaan Pese巾a Did土k Baru

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

(1) PPDB untuk SD dan SMP dilaksanakan melalui ja]ur

penda允aran PPDB.

(2) Jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) melipu塙

a･　zonasi;

b.　a組masi;

c･ akademik dan non akademik;

d･ pe岬indahan tugas orang tua/wall; dan/atau

e. prestasi/kelas unggulan (khusus Sekolah Menengah

Pe轟ama).

Pasal9

(1) Jalur zonasi sebagaim紬a dimaksud d瓢am Pasal 8 ayat (2)

hu調でa, terdih a血s:

a●　jalur zonasi sD paling sedikit 70% (叫uh puluh persen)

dari daya tanpung sekolah; dan

b･ jalur zonasl SMP paling sedikit 50% (lima puluh persen)

dari daya t劃pung seko宣ah.

/2大厄短r...



(2) Jalur a最masi sebagaimana dimaksud dalam Pasa獲8 ayat

(2) huruf b pa血g sedi址15% (1血a belas persen) dan daya

tanping sekolah.

(3) Jalur Akademik dan Non Akademik sebaga血ana dimaksud

dalan Pasal 8 ayat (2) huruf c paling banyak 5% (1ma

persen) da轟daya tampung sek○○ah.

(4) Jalur pc重曹indah劃　tugas orang tua/w瓢i sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d paling banyak 5%

(lima persen) dari daya tampung sekolah.

(5) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat

(4), Peme正ntah Daerah dapat membuka ｣alur prestasi

sebaga王mana dimaksud d血am Pasal 8 ayat (2) hu｢uf e.

Paragraf 2

Jalur Zonasi

Pasal 10

(1) PPDB melalui jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 ayat (2) humf a diperuntukkan bagi calon pese正a

didik barn yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang

ditetapkan Peme轟ntah Daerah.

(2) Domisili calon pese巾a didik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang

diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal

penda允aran PPDB.

(3) Dalam hal kartu keluarga sebagaimam dimaksud pada ayat

(2) tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan

te巾entu, maka dapat diganti dengan surat keterangan

domisili.

(4) Keada紬te轟entu sebagaimana d土maksud pada ayat (3)

melipu正

a･　benca皿a alam; dan/a亡au

b.　bencana sosiaL

Pasd11

(1) Surat keterangan domis宣li sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10 ayat (3) diterbitkan oleh ketua mkun tetan蟹a atau

ketua rukun warga y餌g dilega量isir oleh lurah atau p句abat

setempat lain yang berwenang.

(2) Surat keterangan domisili sebagaimam dimaksud pada aya_t

( 1) memuat皿engenai keterangan bahwa pese正a didik yang

bersangkutan telah berdomisi賞i paling singkatl (satu) tahun

s匂ak d iterbitkamya surat keterangan domisili.

(3) Seko量ah memp五〇五task紬pese巾a didik yang memiliki kartu

keluarga a亡au surat keterangan domisili dalam wilayah

kabupaten/kota y劃g sama dengan sekolah asal.

Pasal 12

Ca｣on peserta didik h紬ya dapat memilih I (satu) jalu｢

penda允ar劃PPDB dal劃1 (satu) wilayah zonasi.



Pasal 13

(1) Penetapan wilayah zonasi dilakukan pada se寄ap je両袖g

oleh Pemenntah Daerah sesuai deng肌　kewenangannya,

de皿gan p轟nsip mendeka址紬domisili peser岨didik dengan

sekolah.

(2) Penetapan wilayah zonasl sebaga王mana dimaksud pada ayat

( 1) harus memperhatikan:

a.　sebaran sekolah;

b. data sebaJ’an domisili calon peserta didik; dan

c.　kapasitas daya tampung sekolah yang disesualkan

dengan ketersedia劃jumlah anak usia sekolah pada

setiap je巾ang di daerah tersebut.

(3) Pemenntah Daerah sesuai dengan kewenangannya

me皿ast毘an semua wilayah administrasj masuk dalam

penetapan wilayah zonasi sesuai deng皿　je巾ang

pendidika皿.

(4) Dinas pendidikan memastikan semua sekolah tel血

menerima peserta didik dalam wilayah zonasi yang telah

ditetapkan.

(5) Penetapan wilayah zonasi pada se心ap je可ang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diumumkan paling l劃a 1 (satu)

bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran

PPDB.

(6) Dalam menetapkan wllayah zonasi pada setiap je可ang

sebagaimana dimaksud p盆da ayat (1), Peme正ntah Daerah

melibatkan musyawarah atau kelompok keヰa kepala

sek○○ah.

Paragraf 3

Jalur A粛masl

Pas瓢14

(1) PPDB melalui jalur a五皿asi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8争yat (2) bumf b dipemntukkan bagi calon pese正a

didik baru:

a.　berasal dan keluarga ekonomi ddak mampu;din

b. peny狐d紬g disabilitas.

(2) Pese巾a didik y紬g melalui ｣alur a鮮masi merupakan peserta

didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi

sekolah y狐g bers劃gkut紬.

(3) Dalam hal calon pese巾a didik yang menda什a丁mela臆1ui ｣alu｢

afirmasi melampaui jumlah kuota jalur a血rmasi yang

ditetapkan oleh Pemenntah Daerah setempa亡, maka

penentuan pese轟a didik dilakukan dengan mcmprioritaskan

jarak tempat tinggal calon pesc巾a didik yang terdekat

dengan sekolah.

Pasal 15

(1) Peserta didik barn y皿g be｢a臆sal da正kelua｢ga ekonomi tidak

mampu sebagaima dimaksud da止m Pasal 14　a)rat (1)

huruf a wajib menyertakan:

ab重｣たtz



a･ bukti keikutse轟a紬　pese巾a didik dalam program

pen紬ganan kelu紬ga tidak mampu dan Peme｢intah

Pusat a血u Pemehntah Daerah; dan

b･ surat pemya屯an da五〇r紬g tua/wali pese血didik

y劃g menyatak紬be｢sedia diproses secara hukum jika

terbukti memalsukan bukti keikutse血an dalam

prog｢am penang劃an keluarga tidak m劃pu.

(2) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan buk心keikutseHaan

peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak

mampu sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

sekolah bersana Pemerintah Daerah waj]b melakukan

ve皿kasi data dan lap袖gan se請a meninda岨a可uti hasil

ve亜kasi sesuai dengan ketentuan peraturan perund紬g-

undang皿.

(3) Pem瓢su劃buk寄keikutse轟aan pese競a didik dal狐prog｢am

penanganan keluarga心dak mampu sebaga王mana dimaksud

pada ayat (2) dikenai s盆nksi sesuai dengan ketentuan

peraturan perund劃g- undangan

Paragraf 4

Jalur Akademik d紬Non Akademik

Pasal 16

(1) Jalur ahademik dan non ahademik sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, diperuntukka.n untuk Jalur

Prestasi Hasilしomba bagi ca臆lon pese巾a didik je可ang SD

dan SMP y紬g terdin dan hasi=omba bjdang akademik dan

lomba bidang non akademik secara be重je可ang atau tidak

be宣je可ang yang diselenggarakan oleh lnstansi Peme轟ntah

atau Swasta di tingkat Kabupaten/Kota, dngkat Provinsi,

dan tingkat Nasional serta tmgkat Intemasional.

(2) Kuota Jalur prestasi Hasil Lomba sebanyak 5% (1ma persen)
dah daya tampung sek○○ah yang terbagi atas prestasi hasil

lomba bidang akademik sebanyak 2% (dua persen) din

prestasi hasil lomba bidang nonakademik sebanyak 3% (tiga

persen) dari daya tampung sekolah;

(3) Dalam hal kuotajalur prestasi hasil lomba bidang akademik

tidak te宣pcnuhi, maka dapa臆t dialihkan ke jalur prestasi hasil

lomba bidang non akademik d紬sebaliknya

Paragraf 5

Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Pasal 17

(I) Perpinda血an tugas orang tua/wali sebagalmana dimaksud

dalam Pasal 8 ayat (2) humf d dibuktikan dengan surat

penugasan dari:

a. instansi;

b. Iembaga;

c､ kantor; atau

d i perusahaan yang mempekeエゴakan.
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(2) Dala皿hal te｢dapa亡sisa kuota jalur pe中indahan tugas

or孤g tua/wall, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk

c血on pese巾a didik pada sekoぬh tempat ｡r紬g tua/Ⅵ｢ali

menga] ar.

(3) Penentu狐pese巾a didik dalam jalur pe呼indahan tugas

or紬g tua/Ⅵ｢ali dipho玉虫sk紬pada jarak tempat寄n総al

ca重on peserねdidik y狐g te｢dekat dengan sekolah,

Paragraf 6

Jalur町estasi / kelas Unggulan

Pasal 18

(1) PPDB melalui jalur prestasi /Kelas Unggulan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal　8　ayat (2) huruf e ditentukan

berdasark紬　rapo｢ yang dilampirkan dengan surat

keterangan pehngkat n細a上rapo｢ pese直a didik da正sekolah

asal; dan/atau

(2) Rap○○　sebagaim紬a dimaksud pada ayat (I) huruf a

menggunakan nilai rapor pada 5 (1ima〉 semester akhir.

(3) Buk心atas pres血si sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling

lama 3 (心ga) tahun sebe看um tanggal penda鮎aran PPDB.

(4) Pemalsuan buk寄atas p｢estasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dikenal sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang- und angan.

Pasal 19

Dalam proses seleksi PPDB jalur prestasi/kelas unggulan

sebagaimana dimaksud dalan Pasal 18 menggunakan u]ian

te正ulis a亡au tes kemmpuan akademik.

Pasal 20

Ketentu紬mcngena王PPDB jalur prestasi/kelas un盤ulan diatur

leb血重a可ut olch Kepala Dinas.

Ba親餌Keempat

Pelaksanaan Pene轟maan Pese巾a Didik Ba丁u

Pa臆rag｢af 1

Tahap孤Pelaks孤aa皿Pene正ma臆an Pese巾a Didik Baru

Pasal21

Tahapan pelaksanaan PPDB melipu正

a･　pengumuman pcnda杜aran;

b.　penda請aran;

c. seleksi sesuai denganjalur pendaftaran;

d･ pengumum紬penetap狐pese五a didik baru; din

e･　da雌aru宣ang.

Pasal 22...



Pasal 22

(1) Dal劃tahap劃pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 21 :

a･ sekolah yang diselen籠arak紬oleh masyarakat y紬g

telah menehma bantu皿operasional sekolah dilar狐g

memungut biaya; dan

b･ sekolah yang diselenggaraka皿oleh Peme正ntah Daerah

dilarang :

1) melakukan pungut紬dm/atau sumb紬gan yang

terkait deng紬　pelaksanaan PPDB maupun

perpindahan peserta didik; dan

2) melakukan pungutan untuk membeli seragam

atau buku te正entu yang dikaitkan dengan PPDB.

(2) Pelan髭紬an ketentuan larangan sebag租m劃a dimaksud

pa臆da ayat (1) dikenai sanksi sesua土　dengan ketentuan

peratur皿perund紬g-undangan.

Paragraf 2

Pengumum紬Penda債ara皿

Pasal 23

(1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik

bam sebag租imana dimaksud dalam Pasal　21 hurur a

dilakuk狐secara te｢buka.

(2) Pengumuman pend血an pene玉maan calon pese屯didik

baru sebaga血ana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh

Pemerintah Daerah bagi :

a･ sekolah yang diselen幾arak且n oleh pemehntah Daerah;

dan

b. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang

mene正ma dana bantu紬operasional sekolah.

(3) Pengumum紬penda地Ⅲan penehmaan calon pese止a d姐k

bam kelas un酪u量紬　tingkat SMP dllaksanakan paling

lambat minggu terakhir bulan Mei.

(4) Pengumuman penda鮭狐an pene正maan calon pese巾a didik

baru kclas re乳量ar tjngakat SMP dilaksanakan paling lamba亡

minggu terakhir bul皿Jun工

(5) Pengumuman pendaftaran pene正maan calon peserta didik

baru kelas regular tingkat SD dilaksanakan paling lambat

minggu terakhir bula皿Juli.

(6) Pengumuman pendaftaran penerimaan ca]on peserta didik

baru paling sed亜t memuat infbrmasl sebaga王benkut:

a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan

]en]angnya;

b. tanggal pendaftal.an;

c jalur penda請aran yang terdin da正ja｣ur zonasi, jalur

afimasi, jalur akademik/non akademik, pelpindahan

tugas o丁ang tua/wa量i dan ja｣ur prestasi/kelas

un呂gu量an ;

d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 (satu)

SD, kelas 7 (叩uh) SMP sesu証dengan data rombongan

belajar dalan Dapodik; dan

e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi

PPDB,

(7/Pengu�ﾖ7G(,b粐�



(7) Pengumuman penda克aran pene轟maan calon peserta didik

baⅢ　sebagaim狐a dimaksud pada a)Tat (3) dilakukan

melalui papan pengumuman sekolah　皿upun media

lainnya.

Para訂af 3

Pe nd a虹ar且n

Pasal 24

(1) Pendaftaran PPDB sebagalmana dimaksud dalan Pasal 21

huruf b dilaksamkan dengan menggunakan mekamsme

dahng kecuali Kelas Unggula臆n･

(2) Penda允aran PPDB sebagaiman盆dimaksud pada ayat (1)

dilakukan deng紬men即nggah dokumen yang dibutuhkan

sesuai dengan persyarat狐ke　血man penda珪aran PPDB

yang telah ditentukan kecua止Kelas Un認ulan

(3) Pelaksanaan mek紬isme da正ng scbaga王mana dimaksud

pada ayat ( 1) me巾adi tan鎚岬ng jawab Peme正ntah Daerah

(4) D瓢am hal心dak tersediaぬsilitas jahngan, maka PPDB

dilaks孤akan me獲alui mekanisme luhng denga皿

mel劃pirkan fbtokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai

dengan persyarat孤.

Paragraf 4

Sdeksi sesuai dengan Jalur Penda丑aTa臆n

Pasal 25

(1) Seleksi sesuai denga皿　jalur penda允ar紬　sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 21 humf c yakni Seleksi ｣a量ur zonasj

dan jalur perpindahan tugas orang亡ua/wali untuk calon

pese巾a didik baru kelas　1 (satu) SD, dengan

mempe血mbangk狐　k正teha urutan p五〇htas sebagai

benkut:

a･ usia sebaga上mana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (i);

dan

b. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah

zonasi yang dltetapkan oleh Peme正調tah Daerah

kabupate皿/ kota.

(2) Jika usia calon pese轟a didik sebagaimana dimaksud pada

ayat (i) sama, maka penentuan pese巾a didik didasarkan

pada jarak tempat心ngga重calon pese止a didik y劃g terdekat

dengan sekolah

(3) Seleksi c.alon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak

boleh dilakuk紬　berdasarkan tes membaca, menu量ls,

dan佃血u berhitung.

Pasal 26

(1) Seleksi jalur名onasi untuk calon pese巾a didik baru kelas 1

(satu) SD cla皿　7 (t巾uh) SMP dilakukan dengan

memprioritaskan jarak tempat tmggal terdekat ke sekolah

dalam wi獲ayah zonasi y紬g ditetapkan.



(2) Jikajarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah

sebagaimana dimaksud pada ayat (I) sama, maka seleksi

untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir

menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan

akta kelahiran atau surat keterangan lahir.

Pasal27

(I) Jika berdasarkan hasil seleksi PPDB, sekolah memiliki

ju調lah calon pese血didik yang melebihi daya tampung,

maka sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta

didik tersebut kepada dinas pendidikan sesuai dengan

kewena皿g紬nya i

(2) Dinas pendidlkan sesuaし　dengan keⅥ7enangamya

menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagalmana

dimaksud pada ayat (1) pada sekolah lain dalam wilayah

zonas重yang sama.

(3) Dalam hal daya- tampung sekolah lain dalam wi]ayah zonasi

yang sama sebagaimam dimaksud pada ayat (2) tidak
tersedia･ pese轟a didik disalurkan ke seko重ah di luar wilay血

zonasi atau di wilayah Pemerintah Daerah lain yangterdekat.

(4) Penyaluran peserta didik ke sekolah di wilayah Pemerintah

Daerah lain yang terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) dilakukan melalui kerja sana antar Pemerintah Daerah.

(5) Penyaluran pcse巾a didik ke sekolah di luar wilayah zonasi

atau di wilayah Pemehntah Dae｢ah lain yang terdekat

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan

sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat sesual

kriteria yang ditentukan oleh Pemenntah Daerah.

(6) Penyaluran peserta didik sebagamam dmaksud pada ayat

(2) sampai dengan ayat (5) dilakuk弧sebelum pengumuman

penetapan hasil proses scleksi PPDB.

(7) Dalam pelaksanaan PPDB, sekolah yang diselenggarakan

oleh Pemehntah Dae｢ah寄dak boleh:

a. menambah jum]ah rombongan belajar, jika rombongan

bela]ar yang ada telah memenuhi atau melebihi

ketentuan rombongan be看ajar dalam standar nasional

pendidikan dan sekolah心dak memil亜Iahan;din/aぬu

b･ menambah mang kelas b紬u.

Paragraf与

Pengumuma皿Penetapan Pese正a Didik Baru

Pasal 28

(1) Pengumum紬penetapa皿pese轟a didik barn sebaga王mana

dimaksud d血am Pas血21 humf d dilakukan sesua王dengan

jalur penda虹aran dal劃PPDB.

(2) Penetapan pese直a didik barn dilakuk孤be｢da臆sa｢kan hasil

rapat dewan gum yang dipimpin oleh kepala sekolah dan

dite亡apkan melalui keputusan kepala sekolah

(3) Da獲劃ha｣ kepala sekolah sebagaim紬a dimaksud pad且ayat

(2) be獲um de組ni也f, maka penetapan pese正a didik ba丁u

dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Pc肌ag7調f 6...



Paragraf 6

Da雌ar Ulang

Pasal 29

(1) Daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf e

dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima

di sekolah｡

(2) Daftar ulang sebagalmana dimaksud pada ayat (1) untuk

memastikan statusnya sebagai pcserta didik pada sekolah

yang bercangkutan dengan menunjukkan dokumen asli

yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

BAB量工量

PENDATAAN UしANG DAN PEMUTAKHIRAN DATA

Pasal 30

(1) Sek○○ah melakukan penda屯an ulang untuk memastjkan

status pese血didik lama pada sekolah yang bersa皿gku血n･

(2) Pendataan ulang sebagalmana dimaksud pada ayat (1) tidak

bo量eh memungut biaya.

Pasal31

Sekolah melakukan pengisian dan pemutakhiran data peserta

didik dan rombongan belajar dalam Dapodik secara berkala

paling sedikit 1 (catu) kali dalam 1 (satu) semester.

BAB量V

PERPINDAHAN PESERTA D暮DIK

Pasal 32

(1) Perpindahan peserta didik antarsekolah dalam 1 (s鼠tu)

daerah kabupaten/kota, antarkabupaten/kota dalam 1

(satu) daerah provinsi, atau antarprovinsi dilaksanakm atas
dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah

yang dltuju.

(2) Dal劃hal terdapat pe町indahan pese虹a didik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1らmaka sekolah yang bersangkutan

wajib memperba血arui Dapodik.

(3) Perpindahan peserta didik sebagalmana dimaksud pada

ayat ( 1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan

PPDB dan/atau sistem乞onasi yang diatur dal劃Peratu｢an

Wali Kota ini.

Pasal 33

(1) Pese直a didikj狐ur pendidikan nonねma量dan infbm血dapat

dite正ma di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus

tes kelayak劃dan penempat紬yang dise重engga｢akan oleh

SD yang bersangkutan.

(2) Peserta didik jalur pendidikan nonfomal dan infomal dapat
dite｢ima di SMP tidak pada awal kelas 7 (t可uh) setelah

memenuhi pe｢syaratan :

a. memiliki ijazah kesetaraan program paket A;dan

b･重ulus tes kel争yakan dan penempatan yang

diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.

/3/Ddam..



(3) Da]am hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur

pendidikan nonformal dan informal ke sekolah sebagalmana

dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), maka sekolah

yang bersrmgkutan wajib memperbaharui Dapodik.

BABV

PE LAPO RAN

Pasal 34

(1) S�ｶ����ﾖVﾆ���&ｶ����Vﾆ�ｷ6��������D"�F����W'�匁F6���

peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada

Pemerintch Daerah sesual dengan kewenangarmya

(2) D誼as pendidik紬pmv血si atau kabupa亡en/k〇日mem班嵐

kanal pelaporan untuk menerima ]aporan masyarakat

terkait pelaksanaan PPDB.

(3) Masyarahat dapat melaporkan pelanggaran dalam

pelaksanaan PPD B mclalu i　　　　1-

九蘭p../ / u伽.たe肋d抹bnd. cro. fd

Pasal 35

(I) Kepala Dinas sesual dengan kewenangamya melaporkan

pelaksana劃　PPDB kepada Kmente止血　me量alui unit

pelaksana teknis Kemente正an y紬g membidangi pe可amina皿

mutu pendidikan dasar dan pendidikan menenga血paling

lambat 3 (色ga) bulan setelah pelaksanaan PPDB.

(2) Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap

pelaksanaan PPDB paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun.

BAB VI

PEMB量NAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

(1) Wali Kota melakukan prmbinaan dan pengawasan kepada
sekolah yang diselenggarakanoleh Pemerintah Daerah dan

masyarakat di wi看ayahnya; din

(2) Menteri melarfukan pembinaan dan pengawasan kepada

Pemermtah Daerah dalam pelaksanaan norma, standar,

prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh

Kementehan.

BABV重工

PE NDANAAN

Pasal 37

Pendanaan pelak瀬naan penerimaan peselta didik pada sekolch

dasar dan sekolah menengah pe巾ama i正dapat bersumber dad

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah serta sumber pendanaan lam yang sah dan

tidak mengikat sesual ketentuan peraturan perundang-

皿dang紬.

加sal38




